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BUPATI LAMANDAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR (d9 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN
DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di
Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa persiapan
Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya, perlu ditetapkan
batas Desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan
Raya dengan Desa persiapan Batu Selipi Kecamatan
Belantikan Raya;

b. bahwa penetapan batas antara Desa Bayat dengan Desa
persiapan Batu Selipi telah disepakati masing-masing Desa
yaitu Pemerintah Desa Bayat dan Desa persiapan Batu Selipi
serta disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peta Batas Desa Bayat Dengan Desa Persiapan Batu
Selipi Kecamatan Belantikan Raya;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan
Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2514);

Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398); .
















